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RINGKASAN 
 Penelitian ini berjudul “PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM 
AKTA NOTARIS”. Adapun yang menjadi latar belakang masalah dalam 
penelitian ini adalah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, ketentuan 
Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dirasa secara 
substansi sangat berbeda dan secara normatif tidak sejalan dengan ketentuan dan 
peraturan lainnya tentang penggunaan bahasa akta autentik. Ini menimbulkan 
ketidakpastian hukum terhadap penggunaan bahasa pada akta notaris yang bersifat 
autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat ditarik beberapa rumusan 
masalah yaitu pertama apakah akta yang dibuat di hadapan notaris dapat dibuat 
menggunakan bahasa asing? Kedua apa akibat hukum jika akta yang dibuat di 
hadapan notaris menggunakan bahasa asing? 
 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah pertama untuk 
mengkaji dan menganalisis apakah akta yang dibuat di hadapan notaris dapat 
dibuat menggunakan bahasa asing, kedua untuk mengkaji dan menganalisis apa 
akibat hukum jika akta yang dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa 
asing. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah 
pertama memberikan analisis mengenai apakah akta yang dibuat di hadapan 
notaris dapat dibuat menggunakan bahasa asing, kedua memberikan analisis 
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mengenai apa akibat hukum jika akta yang dibuat di hadapan notaris 
menggunakan bahasa asing. 
Dalam penelitian ini yang membedakannya dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat originalitas dan 
membedakannya dengan penelitian sebelumnya adalah mengkaji dan 
menganalisis permasalahan yang belum pernah dimunculkan. Tipe penelitian 
dalam tulisan ini bersifat yuridis normatif artinya permasalahan yang dibahas dan 
diuraikan dalam penulisan ini difokuskan untuk mengkaji norma-norma dalam 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris. Dalam hal ini, yang dikaji adalah ketentuan-ketentuan/ pasal-pasal yang 
mengatur penggunaan bahasa dalam suatu perjanjian atau akta notaris. 
Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach). Untuk memperoleh dan mengumpulkan serta mengolah 
data dalam rangka penyusunan tulisan ini dilakukan dengan menggunakan bahan-
bahan yang diperoleh dari dua macam sumber diatas, yaitu melalui studi 
kepustakaan. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka 
keseluruhan data yang terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, dalam arti 
keseluruhan data yang terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian 
diambil yang ada hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan 
mengeliminir hal-hal yang tidak relevan. Akhirnya diperoleh data yang dapat 
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menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini. Yang selanjutnya disajikan secara 
deskriptif analitis. 
 Pembahasan rumusan masalah pertama menghasilkan kajian dan analisa 
bahwa akta notaris tidak dapat dibuat dalam bahasa selain bahasa Indonesia 
karena akta notaris merupakan akta autentik (bentuknya) wajib dibuat dalam 
Bahasa Indonesia sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 43 ayat (1) UUJN-P jo. 
Pasal 27 jo. Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, ini dikaitkan pula dengan 
Penjelasan Umum Angka 8 UUJN-P bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa 
resmi dan pembuatan akta autentik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 B.W., 
akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-
undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat 
akta itu dibuat, sehingga sesuai ketentuan Pasal Pasal 43 ayat (1) UUJN-P jo. 
Pasal 27 jo. Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 sebagai syarat formil akta 
notaris, akta notaris wajib dibuat menggunakan Bahasa Indonesia.  
 Pembahasan rumusan masalah kedua menghasilkan kajian dan analisa 
bahwa jika akta notaris tidak dibuat sesuai dengan syarat formil akta notaris (akta 
autentik), maka akta itu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan 
hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan. Akta notaris tersebut terdegradasi 
menjadi akta dibawah tangan, dan apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak 
ini dapat menjadi alasan bagi para pihak yang merasa dirugikan akibat 
terdegradasinya akta tersebut untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan 
bunga kepada Notaris. Notaris dalam pembuatan suatu akta diberikan wewenang 
untuk melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak atau penghadap sesuai 
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Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN-P, bahwa tidak berarti akta yang dibuat dihadapan 
notaris harus selalu mengikuti kehendak para pihak terutama mengenai bentuk 
akta. Dimana Notaris memiliki tanggungjawab penuh atas akta yang dibuatnya 
dan wajib tunduk  pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya 
mengenai penggunaan bahasa dalam akta notaris. 
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ABSTRAK 
 Ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 
dirasa secara substansi sangat berbeda dan secara normatif tidak sejalan dengan 
ketentuan dan peraturan lainnya tentang penggunaan bahasa akta autentik. Ini 
menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan bahasa pada akta 
notaris yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan 
peristiwa hukum. 
 Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua permasalahan yang penulis kaji 
yaitu yang pertama mengenai penggunaan bahasa dalam akta yang dibuat 
dihadapan notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris dan permasalahan yang kedua mengenai akibat 
hukum jika akta yang dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa 
asing.Tujuan yang ingin penulis capai yaitu untuk mengetahui apakah akta notaris 
dapat dibuat dengan bahasa asing dan bagaimana akibat hukumnya. 
 Untuk mencapai tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan 
penelitian kepustakaan atau penelitian normatif. Metode pendekatan yang penulis 
pergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep 
hukum. Penelitian normatif ini ditunjang dengan sumber bahan hukum untuk 
memperkuat landasan teori guna pembahasan. Bahan hukum yang terkumpul 
diklasifikasikan sedemikian rupa kemudian diambil yang ada hubungan dengan 
permasalahan yang akan dibahas. Akhirnya diperoleh data yang dapat menjawab 
rumusan masalah dalam tulisan ini, dan hasil penelitian ini dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 Hasil penelitian yang penulis dapatkan berdasarkan analisa kualitatif yaitu 
akta yang dibuat dihadapan notaris wajib dibuat menggunakan bahasa indonesia 
guna memenuhi syarat formil akta autentik. Jika akta notaris tidak dibuat 
menggunakan bahasa Indonesia maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta 
dibawah tangan. Dengan begitu dapat menjadi alasan bagi para pihak yang merasa 
dirugikan atas terdegradasinya akta untuk melakukan penuntutan penggantian 
biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. 
 
Kata Kunci : Akta Notaris, Akta Autentik, Bahasa 
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ABSTRACT 
 The provisions of Article 43 paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 on the 
Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary Public Functional Position, 
felt very different in substance and normatively inconsistent with the rules and 
regulations concerning the use of languages other authentic deed. This gives rise 
to legal uncertainty on the use of language in a notarial deed that is authentic 
about the deeds, agreements, determinations, and legal events. 
 Based on this, there are two issues that authors examine the first on the use 
of language in the deed of Notary review of Law Number 24 Year 2009 regarding 
the flag, language, State Emblem, and Anthem and Law No. 2 of 2014 on the 
amendment of law No. 30 of 2004 concerning Notary Public Functional Position 
and the second concerns the legal consequences if the deed before a notary public 
uses foreign language. Objectives to be accomplished by author is to determine 
whether a notarial deed can be made with a foreign language and how the legal 
consequences. 
 To achieve the purpose of writing this paper, the authors conducted a 
literature research or normative research. The method that the authors use are the 
statue approach and the conceptual approach. This research was supported by the 
normative legal source materials to reinforce the theoretical basis for the 
discussion. The collected material was classified law in such a way then taken in 
connection with the issues to be discussed. Finally, the data obtained can answer 
the problem in this paper, and the result can be accounted for. 
 The results of research by the author get based on qualitative analysis is 
made before a notary deed shall be made using Indonesian to meet formal 
requirements authentic deed . If a notary deed is not made using Indonesian then 
the deed degraded into a under hand deed. With so may be the reason for the 
parties who feel aggrieved over the degradation of the deed to the prosecution of 
the replacement costs, damages and interest to the Notary. 
 
Keywords: Notarial Deed, Authentic Deed, Language 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
 11 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
 Puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya 
penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini diajukan sebagai salah 
satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca 
Sarjana Universitas Narotama Surabaya. 
 Penulisan tesis ini dapat terwujud atas doa dan dukungan dari Drs. I 
Nyoman Gede Subagia, M.MA., Erni Linggawati dan Noeke Soetopo, Ayah dan 
Ibu tercinta serta bantuan dan kerjasama berbagai pihak, untuk itu penghargaan 
setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan 
kepada yang terhormat : 
1. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, S.T., M.HP., selaku Rektor Universitas 
Narotama Surabaya yang telah memberikan fasilitas pendidikan yang 
sangat baik dan pelayanan akademik yang luar biasa, 
2. Prof. Dr. H. Afdol, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Narotama Surabaya yang telah melakukan pembinaan civitas akademika 
dan juga melaksanakan urusan tata usaha dengan baik, 
3. Kustiati, S.Sos., selaku Sekretaris Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Narotama Surabaya yang selalu sabar dan selalu membantu penulis terkait 
urusan akademik selama masa kuliah, 
4. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister 
Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya sebagai salah satu idola 
penulis di bidang kenotariatan, selalu menjadi panutan penulis dan juga 
xii 
 12 
 
 
melalui hasil karya ilmiahnya secara langsung membantu penulis dalam 
mengerjakan dan menyelesaikan tesis ini dengan baik, 
5. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 
yang telah banyak meluangkan waktu dan selalu sabar memberi masukan 
selama masa bimbingan dan akhirnya penulis mampu meyelesaikan tesis 
ini dengan hasil yang memuaskan, 
6. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Magister 
Kenotariatan Universitas Narotama yang telah membantu penulis sedari 
awal penulis masuk menjadi mahasiswa di Program Studi Magister 
Kenotariatan Universitas Narotama, mulai dari pengajaran yang sangat 
baik serta dengan sabar membantu penulis mengenai masalah perkuliahan 
dan kegiatan akademis lainnya, 
7. Putu Ayu Rully Damayanti dan Komang Sarjanayasa, Kakak-kakak 
tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan dan juga doanya 
selama proses pembuatan tesis ini serta Anak Agung Ayu Dipta Wikantri 
yang terkasih, yang selalu bersabar menunggu dan memberikan semangat 
juga doanya, 
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta segenap karyawan Tata Usaha Program Studi 
Magister Kenotariatan Narotama Surabaya yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu, juga Rekan-rekan mahasiswa Program Studi 
Magister Kenotariatan Universitas Narotama angkatan VIII tanpa kecuali, 
dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Tuhan memberkati kalian.... 
xiii 
 13 
 
 
Penulis menyadari sebagai karya manusia sudah tentu tulisan ini jauh dari 
kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis 
mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini. 
 
Surabaya,      Juli 2016 
         Penulis, 
 
 
 
 
     Ridzky Anugerah Devata Brahmantia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiv 
 14 
 
 
DAFTAR ISI 
Halaman Judul .......................................................................................................... i 
Lembar Persyaratan Gelar ....................................................................................... ii 
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi ..................................................... iii 
Lembar Pengesahan Panitia Penguji ...................................................................... iv 
Surat Pernyataan...................................................................................................... v 
Ringkasan ............................................................................................................... vi 
Abstrak .................................................................................................................... x 
Kata Pengantar ...................................................................................................... xii 
Daftar Isi…………….......... ……………………………………………………..xv 
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 
 1.1. Latar Belakang Masalah ................................................................... …1 
 1.2. Rumusan Masalah ................................... …………………………….6 
 1.3. Tujuan Penelitian ................................................................................. 7 
 1.4. Manfaat Penelitian ............................................................................... 7 
 1.5. Originalitas Penelitian .......................................................................... 8 
 1.6. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 10 
 1.7. Metode Penelitian............................................................................... 18 
 1.8. Sistematika Penulisan......................................................................... 22 
BAB II PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM AKTA  
   NOTARIS............................................................................................... 23 
 2.1. Akta dan Jenis-Jenis Akta .................................................................. 23 
     2.1.1. Akta ............................................................................................. 23 
xv 
 15 
 
 
                2.1.2. Jenis-Jenis Akta ........................................................................... 26 
 2.2. Wewenang Notaris Membuat Akta Autentik ..................................... 34 
 2.3. Bentuk dan Sifat Akta Notaris ........................................................... 41 
 2.4. Akta Notaris Sebagai Dokumen/ Arsip Negara ................................. 48 
 2.5. Akta Notaris Wajib Dibuat Dalam Bahasa Indonesia ........................ 52 
BAB III AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN BAHASA ASING  
 DALAM AKTA NOTARIS ................................................................. 62 
 3.1.Batal dan Dapat Dibatalkan ................................................................ 62 
            3.2.Tanggungjawab Notaris Yang Membuat Akta  
Menggunakan Bahasa Asing ............................................................... 76 
    3.2.1. Tanggunggugat Dari Segi Hukum Perdata ............................... 78 
    3.2.2. Tanggungjawab Notaris Berdasarkan Undang-Undang 
Jabatan Notaris ......................................................................... 86 
    3.2.3. Tanggungjawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas 
Jabatannya Berdasarkan Kode Etik Notaris ............................. 88 
BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 92 
 4.1. Simpulan ............................................................................................ 92 
 4.2. Saran ................................................................................................... 93 
Daftar Pustaka  
Desain Penelitian 
 
 
 
xvi 
 107 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
4.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, yaitu : 
a. Akta yang dibuat dihadapan notaris tidak dapat dibuat menggunakan 
bahasa asing, karena merupakan akta autentik maka tetap harus 
menggunakan bahasa resmi akta autentik yaitu bahasa Indonesia sebagai 
syarat formil akta notaris, dan akta tersebut dapat diterjemahkan ke dalam 
bahasa asing, bukan berarti akta/ minuta akta dibuat dalam bahasa asing, 
karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 UUD 1945 jo. Pasal 27 
dan  Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, serta Penjelasan Umum 
Angka 8 UUJN-P dan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUJN-P. Apabila para 
pihak menghendaki dibuatnya akta dalam bahasa asing, notaris atau 
dengan bantuan penerjemah resmi untuk diperkenankan menerjemahkan 
akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing berbahan 
salinan atau kutipan akta sebagaimana dikehendaki para pihak. 
b. Notaris jika membuat akta tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai 
syarat formil akta notaris, maka akta tersebut bukan akta autentik. Ini 
berakibat akta akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, dan dapat 
menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut 
penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris tersebut. 
Disamping itu notaris tersebut tidak memahami atau menggunakan 
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kewenangannya yakni memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap 
terhadap akta yang dibuat tersebut. 
4.2. Saran  
 Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat menyampaikan beberapa 
saran terkait pembuatan akta notaris sebagai akta autentik kepada calon notaris/ 
notaris dan kepada pejabat pembuat kebijakan yaitu : 
a. Notaris sebagai jabatan yang terhormat dan terpercaya dan sebagai jabatan 
yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik hendaknya 
selalu tetap berhati-hati, harus pintar dan cermat dalam menganalisa suatu 
permasalahan dan juga kebijakan/ peraturan agar tidak terjerumus pada hal 
yang keliru dan salah sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak 
atau penghadap juga bagi dirinya sendiri. Notaris dalam membuat akta 
autentik hendaknya tidak selalu mengikuti kehendak para pihak, dan 
dengan menggunakan wewenangnya melakukan penyuluhan hukum jika 
para pihak tidak faham mengenai peraturan yang ada. Hal ini dilakukan 
agar terhindar dari tuntutan ganti kerugian maupun sanksi dari UUJN-P 
maupun Kode Etik.  
b. Kepada pembuat kebijakan untuk segera merevisi kembali UUJN-P yang 
dirasa masih terdapat kekurangan didalamnya terutama ketentuan Pasal 43 
UUJN-P mengenai penggunaan bahasa Akta, agar lebih diperjelas dan 
dipertegas lagi dalam ketentuan pasal dan dalam Penjelasan pasal bahwa 
akta notaris/ minuta akta pada saat disempurnakan hanya dapat dibuat 
dalam bahasa Indonesia. Jika para pihak menghendaki akta dibuat dalam 
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bahsa lain, dapat dilakukan oleh Notaris atau dengan bantuan penerjemah 
resmi berbahan Salinan atau Kutipan Akta. Dimohon agar menghilangkan 
ketentuan Pasal 43 ayat (3) UUJN-P, karena dirasa secara substansi sangat 
berbeda dan secara normatif tidak sejalan dengan ketentuan dan peraturan 
lainnya tentang penggunaan bahasa akta autentik.  
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